
SALINAN

 
NOMOR 5/A, 2010  

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR  20  TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALIKOTA MALANG,    

Menimbang :

 

a. bahwa berkaitan dengan surat Menteri Keuangan :  

1). Nomor : S-370/MK.7/2010, tanggal 14 Mei 2010 Hal : 

Penegasan Pengaturan Dana Penguatan Desentralisasi 

Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan 

PPD) Tahun 2010;  

2). Nomor : S-376/MK.7/2010, tanggal 18 Mei 2010, Hal : Dana 

Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan 

Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota Tahun Anggaran 2010;  

3). Nomor : S-380/MK.7/2010, tanggal 21 Mei 2010, Hal : 

Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)                     

Tahun 2010;  

4). Nomor : S-381/MK.7/2010, tanggal 21 Mei 2010, Hal : 

Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Penguatan 

Infrastruktur Dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun 2010,   

guna percepatan waktu dan mengingat kegiatan tersebut 

diterima setelah Peraturan Walikota Malang Nomor 9                 

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota 

Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 

diundangkan, perlu mengubah Peraturan Walikota dimaksud; 



  
ii

   
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;  

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4310); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);   
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13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah 

ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21                  

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574);    
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);   
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972); 

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2009 

tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota Tahun 2010; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007;  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 

Komunikasi Insentif dan Dana Operasional; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2010; 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang 

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan 

Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009; 

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah 

ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 

Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 

Nomor 4 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 

Nomor 54); 
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35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2005 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran  Daerah 

Kota Malang Tahun 2005 Nomor 6 Seri A, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 28); 

36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan 

Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang          

Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Malang Nomor 36); 

37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang     

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah                 

Kota Malang Nomor 57); 

38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58); 

39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 59); 

40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang 

Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Malang Nomor 60); 

41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah   Kota 

Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 61);    
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42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah                      

Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 62); 

43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 64); 

44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65); 

45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang                

Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang                

Tahun 2010 Nomor 1 Seri A); 

46. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Malang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah kedua 

kalinya dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 12                    

Tahun 2010;    

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 1                     

TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2010.   

Pasal   I  

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 1                  

Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                         

Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri A) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2010 

(Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A), sehingga seluruhnya 

berbunyi sebagai berikut :   
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :  

Pasal  1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebelum perubahan 

sebesar Rp. 853.977.799.278,42 bertambah sebesar Rp. 125.740.257.600,00 sehingga 

menjadi sebesar Rp. 979.718.056.878,42 dengan rincian sebagai berikut :  

1.

 

Pendapatan sebelum 

perubahan sebesar 

Rp.

 

817.912.931.053,54

    

Bertambah sebesar Rp.

 

125.740.257.600,00

    

Jumlah setelah 

perubahan  

 

Rp. 943.653.188.653,54

 

2.

 

Belanja sebelum 

perubahan sebesar 

Rp.

 

853.977.799.278,42

    

Bertambah sebesar Rp.

 

125.740.257.600,00

    

Jumlah Belanja setelah 

perubahan  

 

Rp. 979.718.056.878,42

       

Defisit sebesar Rp. (36.064.868.224,88)

  

3. Pembiayaan Daerah  

a. Penerimaan sebesar Rp.

 

57.242.698.850,00

    

b. Pengeluaran sebesar

 

Rp.

 

21.177.830.625,12

    

Pembiayaan Netto sebesar Rp. 36.064.868.224,88

  

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :  

Pasal  2  

(1) Penambahan anggaran belanja sebesar Rp. 125.740.257.600,00, dipergunakan 

untuk : 

a. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan sebesar  Rp.   3.868.000.000,00 

b. Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp. 68.978.883.600,00 

c. Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp.   8.889.825.000,00 

d. Bidang Jalan dan jembatan sebesar  Rp. 17.066.706.000,00 

e. Bidang Kesehatan sebesar  Rp. 15.096.706.000,00 

f. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp.   4.931.137.000,00 

g. Prasarana Pemerintah Daerah sebesar Rp.   6.909.000.000,00 
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(2) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana 

penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.   

(3) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

  

Pasal  II  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.   

Ditetapkan di Malang 
pada tanggal         3        Juni         2010 

     
WALIKOTA MALANG, 

ttd. 

Drs. PENI SUPARTO, M.AP  

Diundangkan di Malang 
pada tanggal          3          Juni          2010  

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,  

   ttd. 

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19520620 198002 1 002  

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR  5  SERI  A  

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,  

ttd.  

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

 

Pembina  
NIP. 19710407 199603 2 003 


